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ABSTRAK 

 

Tinjauan Yuridis Penunjukan Pejabat Tentara Nasional 

Indonesia (Tni) Menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah 

Perspektif Siyasah Tanfidziyah(Studi Kasus Penunjukan (Plt) 

Pelaksana Tugas  Gubernur Aceh Tahun 2016) Oleh Rivhan Juan 

Sepridiansyah NIM. 2111150121, Pembimbing I: 

Prof.Dr.H.Sirajudin , M,M.Ag.,M.H dan Pemimbing II: Dr.Zacky 

Antony, S.H, M.H  

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi Ini , Yaitu 1) Tinjauan 

Yuridis Penunjukan Pejabat TNI Aktif Menjadi Pelaksana Tugas 

Gubernur ?, 2) Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah tentang 

Penunjukan Pejabat TNI Aktif Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur 

?. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan 

menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis 

normative, dengan menggunakan metode pendekatan Undang-

Undang (statute approach).Berdasarkan Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa pada Penunjukan Mayor Jendral TNI 

Soedarmo Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Tahun 

2016 melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu: 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara, mengenai ketentuan pengisian 

kekosongan Penjabat Kepala Daerah menjelang Pemilu serentak 

tahun 2019. Sedangkan Menurut Siyasah Tanfidziyah pihak yang 

menjalankan tugas administratif dan eksekutif atas dasar legitimasi 

dari pemimpin yang sah (imam/khalifah/ulil amri). Seorang 

pejabat militer aktif merangkap sebagai  Plt Gubernur tidak sesuai 

dengan prinsip ini karena kekuasaan pelaksana bisa kehilangan 

fokus dan menjadi tidak profesional akibat beban ganda dan 

potensi konflik peran. 

Kata Kunci : UU TNI, UU ASN, Siyasah Tanfidziyah 
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ABSTRACT 

 

Legal Review of the Appointment of Indonesian National Armed 

Forces (TNI) Officials as Acting Regional Heads from a Siyasah 

Tanfidziyah Perspective (Case Study of the Appointment of 

Acting Governors of Aceh in 2016) By Rivhan Juan Sepridiansyah 

NIM. 2111150121, Supervisor I: Prof. Dr. H. Sirajudin, M, M.Ag., 

M.H and Supervisor II: Dr. Zacky Antony, S.H, M.H 

There are two issues studied in this thesis, namely 1) Legal Review 

of the Appointment of Active TNI Officials as Acting Governors?, 

2) Review of Fiqh Siyasah Tanfidziyah on the Appointment of 

Active TNI Officials as Acting Governors?. To reveal the problem 

in depth and comprehensively, the researcher used a normative 

juridical research method, using the statute approach method. 

Based on the results of the study, it can be concluded that the 

appointment of Major General TNI Soedarmo as Acting Governor 

of Aceh in 2016 violated the provisions of the Laws and 

Regulations, namely: Law Number 3 of 2025 concerning the 

Indonesian National Army, Law Number 10 of 2016 concerning 

Regional Head Elections, Law Number 5 of 2014 concerning State 

Civil Apparatus, regarding the provisions for filling the vacancy of 

Acting Regional Heads ahead of the 2019 simultaneous elections. 

Meanwhile, according to Siyasah Tanfidziyah, the party carrying 

out administrative and executive duties is based on the legitimacy 

of the legitimate leader (imam/caliph/ulil amri). An active military 

official concurrently serving as Acting Governor is not in 

accordance with this principle because the implementing power 

can lose focus and become unprofessional due to double burdens 

and potential role conflicts.  

Keywords: TNI Law, ASN Law, Siyasah Tanfidziyah 
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membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik 

untuk skripsi ini kedepannya. 
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